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BAB I

PENDAHULUAN

Rule of law muncul pada abad ke XVIII sebagai konstruksi
b.erpikir atau- doktrin hukum bersamaan dengan ‘munculnya negara
konstitusi di daratan Eropa, sebelum ada negara konstitust telah
muncul negar'a _absolut sebagai awal bentuk negara modern yaitu
merupakan konsentrasi kekuatan dalam wilayah (Land Lord),_.
mernpu'ny..ai tentara serta mempunyai kekuasaan yang absolut, wilayah
ter_sebut-. merupakan otonom yang kekuasaannya di tangan raja.
Revolusi Perancis memberikan makna untuk mengganti kckuasaan yang
mutlak'dalam s-uatl.:‘lléistem pemerintahan yang tidak terpusat, dalam era
ini berkembanglah konsep Trias Politica dah semboyan dari revolusi
Perancis “Liberte, _Eqalite dan Fraternite”, maka dibentuklah negﬁra
konstitusi _dan demokrasi cferigan atribut 'k_edaulatan. Rule of law
muncul dan menggeser negara absolut bersamaan :.pula dengan
demokrasi dan keadilan, deﬁgan semangat inilah dapat menggusur
peranan acient régi_.me yang terdiri dari 'golongan—golongan gereja,
ningrat, prajﬁrit, dan kerajaan, keadilan berlaku bagi semua maka
muncullah doktrin “Egalitarian” dalam hukum yang menjadi ciri utama

rule of law. Rule of law mengandung semangat dan idealisme keadilan,




semua negar.a (Sunarjéti Hartono : 1969) makna rule of law dalam artt
universal hanyg pada.keadilan (Satjipto Rahardjo 1984).

Memahami rule df law tidak hanya dilihat dalam pengertian
normatif sebagaimalna diungkapkan oleh W Friedmann bahwa rule of
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law dalam arti formal adalah “Organised public power” atau kekuasaan
umum yang terorganisasi sedangkan dalam arti materiil nxen;zaﬁgkut
vkuran-ukuran hukum tentang yang baik dan hukum yang buruk
(Sunarja'_ci Hag-ond c 1969 - 17), namun.jika dilihat dari aspek
sosiologis dapat dikemukakan bahwa rule of law - dalém masa
libera_lisme, dan berbeda pula dengan masa sosialisme, sehingga kita
tidak dapat léerbicara tentang rule of law dalam arti yang bertaku pada
masa libera&isme, :-s\;:eakan-akan makna dari rﬁle of law di masa itu
berlaku bagi sem-ua bangsa dan semua negara.

Inti daripada pengertian rule of law itu masih tetap sama yaitﬁ
rule of law harus menjamin apa yalng oleh masyarakat yang

bersangkutan dipandang sebagai keadilan, oleh karena itu dalam

menegakkan rule of law dipertukan pﬁla moral.



BAB I1

KRITIK TERHADAP RULE OF LAW
- 1. Kebebasan

Tujuan semula dari rule of law adalah untuk mengurangi
kekuasaan eksekutif dan berSarﬁaan dengan itu dibentuknya negara
konstitusi dengan Trias Politica sebagai dasar pemerintahan, dalam
kehidupandi_{ulé, of Law berkaitan pula dengan penataan sis)tem
ekonomi, oleh karena Rule of Law berkembang di negara barat dan
struktur masyarakat di barat sudah mencapal tingkat masyarakat
industri, maka kepentingan dan kebebasan individu sangat
diutamakan, untuk itu dalam membangun sistem ekonomi selalu
dikaitkan dengan kebebasan. - |

Negara-negara barat mempunyai keyakinan baﬁWa untuk-
menentukan suatu harga sangat' ditentﬁkan oleh . bertemunya
permintaan dan penawaran dalam pasar bebas, dalam arti tidak ada
campur tangan pemerintah, sehingga dapat di_capai pasa yang
- sempurna.

~ Pemikiran yang demikian itu terus dikembangkan seiring

dengan perke.mangan teknoloéi, peran serta pengaruh negara barat
pada masyarakét dunia telah memberikan bukti dibentuknya GATT

dan  terakhir  disepakati dibentuknya WTO  yang  akan



diimplementasikan pada tahun 2020 dengan azas non diskriminatif

yang sebenarnya tersembul pemikiran tentang kebebasan.

2. Kegag’alan Rule of Law di Neghra Berkembang

Konsep Rule of Law pada das.arnya suatu pemikiran. pada masa
tertentu dan kurun waktu tertentu, telah menghasitkan  pula
pemikiran hubungan antara Rule of Law dengan kehidupan ekonbmi
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dengan nfenganut azas kebebasan pasar, menurut pandangan
tersebut peranan negara sejauh mungkin sedikit sel‘caii,_ sedangkan
pa'sar' diten.tukan _oleh pafa ekonomi sendiri, apabila model
ekonomi pasar dipe_rgunakan maka dapat dipastikan bahwa Rule of
Law.a_kan diterap:kan si.stem kerangké hukum yang akan menjamin
bahwa setiai.a kepentingan serta proses yang 'terlibaf “dalam -
kehidupan ekonomi akan mendapat perlindungan, konsep tersebut
mengalami hambatan sewaktu diterapkan di negara-negara.yang
baru berkembang, walaupun negara-negara berkembang tersebut
telah ,mendasarkan 'diri dengan ekonqmi pasar, karena adanya
campur tangan pemerintah maka Rule of Law yang seharusnya
merigenibangkan suatu  sistem perlindungan terhadap hak-hak

individu ternyata gagal dalam menjalankan tugasnya.



3. Rule of Law Tidak Berlaku Universal

Rule of law lahir pada era revolusi Perancis pada abad XVIII
pada suatu sistem masyarakat yang individualis dan liberalis di
samping;h_itu rule of law merupakan konsep berpikir untuk relevan.
terhadap kekuasaan.yang otoriter, bersamaan pula dengan lahirnya
. negara demokrasi dengan kedaulétan rakyat sebagai pemegang
utama kekuasaan suatu negara, tetapi di belahan dunia yang lain
masih hﬁnyz;.knya negara yang dijajah negara-negara Eropa dan

masih banyak pula negara-negara yang menganut sistem y.ang lain.
Rule of .law yang demikian itu tidak.dapat diberlakukan pada
suatu sistem masyarakat yang bérbeda di ,sa;mping'itu banyak pula
negara-negara yang berpandangan bahwa persamaan dan kebebasan
yang diimplementasikan di bidang ekonomi, yang telah menerapkan
di negara-negara yang lain utamanya di negara y.ang baru
berkemba.ng mengalami hambatan, namun apabila diteliti secara
mendalam sebenarnya rtile of law hanya meﬁyangkut pada
- penegakan hukum sehingga sgifat universal dari rule of law hanya
pada keadilan, cleh karena itu rule of law tidak berlaku pada
universal, 'Berb..icara tentang keadilan maka akan mencakup pada
cita hukum vang dimiliki oleh semua umat manusia{ukuran dan
tolok ukur keadilan berbeda antara negara satu deﬁgan negara yang

fain,



Padda awal orde baru tahun 1967, di Indonesia telah
menggema istillah Rule of Law yang dikandung maksud untuk
mencari jalan -keluar dari kekacauan yang sedang dihadapi,
sedangkan kaum politisi berpendapat bahwa menegakkan rule of
law dalam negara hukum Republik Indonesia, merupakan syarat
mut'ak untuk mencapail kesejahteraan dan kefnakrﬁuran rakvyat,
Sunarjati Hart\ono (1969), telah mengadakaﬁ studi tenfang rule of
law melfﬁ{li pendekatan positive hukum dengan analisa idealistis
dan rea.l"istis serta sikap yang pragmatié, di négara Inggris, Amerika
Sefikaf dan Belanda, memberikan gambafan bahwa -perigertian dan
pelaksanaan rule of law berbeda antara satu dengan lainnya, kalau
di Inggris rule of law .berarti kewajiban untuk mentaati segala
kaidah-kaidah hukum yang mengandung keadilan, di Amerika
Serikat rule of l:swv sangat berkaitan-dengan hak-hak asasi manusia
: " (HAM) sedangkan di Belanda mempertanyakan apakah suatu
instansi pemerintah dapat melaku_kan suafu perbuatan melawan
hukum ?. Namun ada pendapat lain yang menyatakan bahwa,
pertama : rule of law merupaka-n,konstruksi berpikir yang
“berkembang dalam periode tertentu, kedua : rule of law timbul dari
revolusi Pefancis pada abad XVII untuk mengendalikan tingkah

laku pemerintah atau eksekutif, ketiga : rule of law dipergunakan

oleh golongan borjuis untuk melindungi kepentingannya dalam



sistem huku, keempat : Filosofi dari rule of law adalah keharusan

untuk mengikat tindakan pemerintah melalui pératluran—peraturan

(Satjipto Rahardjo : 1983 — 40). .

Kedua pendapat tersebut térdapat persamaan yaitu rule of law
berbeda antara negara satu de‘ngan lainnya, dalam kaitannya dengan
sistem huku, mak auntuk mengkaji hukum sebaga'i suatu sistem ada -
2 (dua) aspﬁgk yang berkaitan dengan suatu ilmu péngetahuan yaitu:
a. Hukum sebagai suatu sistem peratur.an—peraturan yang disusun

secara logis dan ko.ﬁsisten‘

b. Hukum sebagai- suatu-. iltmu  yang deduktif maka akan
diketemukan penerapan hukum dalam kehudupan sehari-hari. _
dalam kehidupan masyarakat.

Berkenaan dengan kedua aspek tersebut maka dalam upaya
memahami .sifat hakekat sesgngguhnya dari hukum_ itu sebagai
usaha manusia untuk menertibkan masyarakat maka ketertiban
merupakan syarat bagi adanya svatu masyarakat (Lili Rasyidi :
1993-127)‘, menurut teori hukum positif .menyatakan kepastian
hukum sébagai tujuan hukum, karena tidak mungkin terwujud tanpa
adanya garis-garis peri kehidupan yang pasti, oleh karena itu
adanya kepastian hukum harus dibuat dalam bentuk yang pasti pula
(tertulis) namun kelemahannya dengan bentuk yang tertulis hukum

 dapat bersifat kaku sehingga sulit untuk mengantisipasi



perkembangan masyarakat, dalam keterkaitan dengan wusaha
manusia, maka.manusia itu tidak lepas dari kehidupan sosialnya, |
maka hukum harus tumbuh dan berkerabang serta dapat memenuhi
hukum harus dikaitkan puia pada susunan sosial masyarakat, kultur

dan ekonomi.

4. Rule of Law dan Liberalisasi di Indonesia

Rulc'of‘law mengandung makna mengurangi peranan negara
dalam kehidupan masyarakat, sedangkan ekonominya menganut
‘sistem ekonomi pasar di mana harga ditentukan oleh supply dan
demand. dalam pésar bebas, pada sistem' keuangan peranan
kebebasan di implementasi.kan dalam bentuk liberalisasi, Indonesia
telah melaksanakan .deregul‘asi di sektor ekonomi, keuangan dan
 perbankan sejak 1 Juni 1983 dan ditindak lanjuti dengan
kebijaksanaan yang lain, Watterson (1988) membedakan pengertian
yang menyangkut tindakan kebijakﬁanaa‘n untuk mengurangi
chmp'ur tﬁngan pemerintah dalam kegiatan dunia .usaha dalam 3

(ti.ga) kelompok yaitu Privatisasi, Deregulé.si dan Liberalisasi.
Me. Kinoh (1973) mengemukakan teorinya tentang manfaat
menggunakan kebijakan liberalisasi keuangan untuk negara-negara
berkembang termasuk Indonesia, setelah ia melihat effek negatif

yang ditimbulkan oleh kebijakan represi keuangan, karena tidak

9



berhasil ménghimpun dana dan tabungan dari masyarakat dan
‘menimbulkan distorsi dalam pola invesatsi. Selanjutnya Mc. Kinon
mengemukakan bahwa kebijakan represi keuangan tersebut tidak
berhasil karena © Pertama adanya pembatasan maksimum mengenai
tingkat bunga nominal menjadi lebih rendah dari tingkat bunga
nominal menjadi lebih rendah dari tingkat inflasi, sehingga. tingkat
bunga riil berada pada posis yang 'negatif‘ Kedua adanya alokasi
kredit ya':;g- bersifat.sangat tidak sempurna dalam bentuk, ada
sektor ekonomi yang memperoleh kredit dengan tingkat bunga
tinggi.

Pemb‘atasan tingkat bunga dan pengaturan pengalokasi kredit
ini dilakukan melalu intervensi pemerintah, yang bertujuan ﬁntuk
mengarahkan invesatsi, terutama pada sektor-sektor yang
diprioritaskan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi.

" Teori liberalisasi keuangan akan menghapuskan_ kontrol
terhadap tingkat bunga, sehingga tingkat bunga nominal bebas
bergerak menuju posisi yang melebihi tingkat inflasi, yang
bermakna terbeﬁtuknya tingkat bunga -riil yafng positif, akhirnya
dipercaya pihak penabung maupun investor sebagai harga dari
pembiayaan modal. |

Penghapusan kontrol atas alokasi kredit, yang juga

merupakan komponen dalam kebijakan liberalisasi keuangan,
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akhirnya dipercaya akan mengakibatkan terjadin.ya peningkatan
dalam volume dana masyarakat yang dapat dimobilisasikan, dan
terjadi perbaikan etisiensi dalam penggunaan dana-dana investasi,
yang menjurus kepada peningkatan output nasional;

Kebijakan liberalisasi akan berhasil dengan asumsi
pelaksanaannya harus dilakukan dengan disiplin dan kepada
perbankan hendaknya diberikan ketentuan-ketentuan atau rambu-
rambu sebﬁgai lembaga bisnis dan finanegial interﬁ;g&iary, namun
dalam kenyataannya di Indonesia pemerintah telah ikut campur
tangén antara lain. menetapkan. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
sebesar 5.4“/-0 per tahun maka tingkat suku burnga Deposito di bank
urﬁum meningkat mencapai 60% per tahun, dengan demikian secara
teofi seharusnya besarnya suku bunga ditentukan oleh perﬁinfaan
dan penawaran, tetapi karena adanya intervensi pemerintah maka

terjadi kegagalan terhadap liberalisasi dalam sistem keuangan,
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BAB III

MEMBANGUN TEORI HUKUM INDONESIA

1. Pembaharnan Hukum

Perkembangan hukum merupakan kg_nsekuensi dari
perkembangan politik dan ekinamo.'! Oleh karena itulah
-pembaharugn‘ hukum harus jugé didasarkan kepada kebutuhan
sosial, ek';momi dan politik. Namun dalam kenyataannya hukum
seringkali  dipisahkan dari konta;,ks | sosialnya sebagaimana
digunakan oleh PhiliprSelzniok bahwa “there had long been a seen
a sense that law-making, polising, and regulation were all too
easily divorse_d prom realities of social _experr'énce and from the

» 2

ideal of justice itself”.” Secar tepat Guter Teubner menyatakan

bahwa :

“Legal development is not indentified exlusively with the
unfolding of norms, principles, and basic konsepts of law,
Rather, it is determinet by the dynamic interplay of social
forces, institution constraints, organizational structures, and
—last but not least-conceptul potentials”.?

3 Artur Taylor Menren dan James Rusel Gordly, The Civil Law Sistem,
Little,Brown and Company, Boston, 1977, h, 3-17 dalam pembahasan itu kedua
pennlis itu menerangkan perkembangan baik Common Law maupun Civil Law yang
sebenarnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan akibat perkembangan
politik ekonomi. " . '

Z Philipe Nonet dan Philip Selznick, Law and Scciety in transition. Toward
Reponsive Law, Harper Co,ophon books, New York, 1978, h. 1,

* Guther Teupner, “Substantive and Reflexive law and Sosicty Review, Vol.
17, No. 2 1983, h. 247.
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Pandangan Teubner ini memang realistis karena 'sebagaimana
dikemukakan oleh Lawrence Frieman bahwa agar hukum dapat
bekerja harus dipenuhi tiga syarat, yaitu pertma, aturan itu harus
dapat di komunikasiakan kepada subjek. yang diaturnya; kedua,
subjek yang diaturnya mémpunyai kemampuan untuk melaksanakan
aturan ifu; ketiga, subjek itu harus mempunyai motifasi untuk
melaksnakan aturan itl;l.q

Be_fc;aé_arkan pandangan-pandangan tersebut dapat
dikenlrllukakaﬁ bahwa pembaharuan ‘hukum bukan seked#r
pembaharuan substansi “hukumnya, melainkan pembaharuan
orientasi dah nilgi-nilai yang .melandasi_atur.an hukum tersebut.

Dengan demikian, pembaharuanh hukum harus diartikan sebagai

mengadopsi nilai-nilai huk-um yang baru sebagai akibat perubahan
nilai-nilai hidop bermasyarakat. Nilai-nifai hukum yang baru
inila.l‘l yaﬁg merupakan landasan filosofis bagi subtan.si hukum yang
baru. Secara universaldapa_; dikarakan bahwa fungsi hukum yang
_ terut‘éma, adalah sebaéai sarana hic_llup bernasyarakat dengan

menseimbangkan - kepentingan-kepentingan yang ada_ dengan

* Lawrence Friedman, The Legal Syestem, Ruscel Sage Foundation, New
York, 1975, h. 56. : ‘
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masyarakat atau dengan kata lain sebagai sarana kontrol sosia‘l.5 Di
samping fungsi ter:=but Roscoe Pqund menambahkan bahwa hukum
'juga sebagai sarana pembangunan masyarakat;"’ Pandangan Roscoe
pound ini bergema di Indonesia pada tahun 1970-an, yaitu seiring
dengan saat-saat awal dimulainya pembangunan ekonomi
Indonesia, sehingga terjadi kelatahan bahwa hukum harus ditujukan.
untuk social engineering, suatu istilah yany dipergunakan oleh
Roscoe pug;d. Apa yang dikemukakan oleh Roscoe Puond tersebut
tidak galah. Akan tetapi salah masyarakat berubab, diperlukan
kembaliperanan hukum u.muk_ kepentingan-kepentingan yang ada
dalam masyarakat yang telah berubal iLu_. Dalam menyeﬁn'lb.angka-n
kepentingan-kepentiangan tersebut, hukum harus dapat menetapk.an
sistem alokasi agar kehidupan sosia.l tetap terpelihara.

Yang menjadi persoalan -adalah nilai yang hérus dipclihara oleh
hukum itu. Nilai inilah yang menentukan kreteria sistem alokasi
yang dilakuakan oleh hukum dalam menyeimbangkan k.cpcntingan-—
kepentingan.yang_ ada d.aiam masyarkat karena kepentingan-

kepentingan itu merupakan penjelmaan dari nilat tersebut. Nilai

yang timbula dari hubungan kemasyarakatan vang feodalistis,

5 Roscpe Pound raembedakan aptira kepentingan pribadi, kepentingrn
publik, dan kepentingan sosial. Menurut Rosco¢ Puend, fungsi hukum adalah
untuk menyeimbangkan kepentingan-kepentingan tersebut. Lihat Edgar
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misalanya, akan melahirkan kepentingan-kepentingan 'yang
mempersoaikan persamaan hak bukan berdasarkan kemampuan,
melainkan berdasarkan srata sosial. Nilai scperti itu harus
“dipelihara oleh hukum. Jika nilai demikian berubah menjadi nilai
demokrasi, kepentingan-kepen-ting,an juga akan berubah menjadi
nilai demokrasi, kepehtingn-kcpentiﬁgan pun juga akan berubah,
misalnya dalam hal persmaan hak bukan lagi dikaitkan dengan
strata sq,?i_ai,_‘melainka_n dengan masalah [Hil.l, misataya pendidikan,
patak atau apa saja yang bersifat herediter,

Dalam melékuka.n' pe'mbéharuan hukum, nilai-nilai baru hasil
tranformasi bu.daya itu harus diberi wahana. Oleh kareng itulah
perlu dialakukan inventerisasi mengenai nilai-nilai mana yang
sudah berubah dan nilai mana yang maéih perit dipertahankan.
Peraturan hukum harus. merupakan penjelmaan masing-masing
nialai ~ tersebut. Dengan melakukan inventarisasi tersebut,
pembaharuan hukum tidak akan meneraba.s nilai-nilai yang sensitif
yang memang masih belumperiu diperbaharui. Dengan demikia
nilai yang s@dah berubah harrus diakui sebagal suatu kenyataan dan
fidak boleh disangkal. dengan mengkaitkannya kepada nilai lain

yang memang tidak berubah. Robert B. Seidman menyartakan

Bodenheimer, Jurisprudence, The Method and Philosophy of Law, Harvard
University Press Cambridge, 1962, h.i11.
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adanya “Law of the nontransferability of law”™ yang artinya bahwa
tidak mungkin meminjam hukum dari negava lain.’' Sclanjutnya
menurut Seidman “actifity induced by... rules is specific to any

given  situatioan”.®

Berdasarkan  pernyataan  itu Seidman
berpendapat bahwa hukum yang dipinjazﬁ tidak ak'an diharapkan
untuk berperan sebagaimana di tempat asalnya.

Seidman dalam hal ini tidak memberikan transformasi budaya.
Pada kenfﬁtaannya, hukum suatu negara wmungkin saja dapat
dibertakukan di negara lain, Ini berarti dalam melakukan
peinbaharuan hykum dapat dipinjam hukum bangsa lain yika nilai-
nilai yang mendukung pembaharuan hukum itu merupakan adopﬁ
nilai-nilai bangsa lain fersebuL Lebih-lebih dalam era globalisasi
yang menawarkan banyak._ni.i.ai yang bersifatuniversal, tidak salah
kalau para pembaharu hukum suatu negara mengadopsi nilai-nilai
yang bersifat universal untuk melandasi sistem negaranya agar
negaranya tidak ikut serta dalam transaksi vang Dbersifat
internasional.

Akan tetapi tidak semua fihak dalam hidup bermasyarakat
berkepentingan dengaﬁ pembaharuan hukum meskipun nifai-nilai

yang melandasi hubungannya sudali berubah. Mereka karena baik

¢ Ibid. -
" Lawrence Friedman, op. Cit., h. 195,
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alasan politis, ekonomis maupun kultural diuntungkan oleh
ketidadaan atau tidak rhemadainya aturan hukum cenderung untluk
menolak pembaharuan hukum dengan Dbernbagai alasan, di
antaranya yang paling popule} adalah pembaharuan dianggapnya
tidak sesuai dengan pandangan hidup dan nilai-nilai bangsa
tersebut. Sebaiknya para praktisi hukum profesional yang berada di
tapangan, memahami akan kebutuhan hukum bagi para pemakai
hukum. aMA}:sabila tidak ada aturan hukum .atau ‘tidak lagi
memadainya aturan hukum untuk masalah-masalah tertentu, para
praktisi hukum akan berfikir akan perlunya pembaiharuan hukum
gunha lgeperluan profesinya. Begitu juga dengan mereka vyang
melakukan aktifitas dengan nilai-nilai baru tidak mendapat dari
I;engaturan hukum yang ada, memerlukan péngaturan yang memadai
guna kepastian hukum, Mereka akan berusaha melakukan lobby
menuntut diadakannya peraturan baru atau aturan yang memadai
~sesuai dengan nilai-nilai yang baru. Dengan demikian, tarik
tambang antara kein.ginan untuk pembaharuan hukum tetap
mempertahankan status qud atau hanya merubah vang tidak berarti
bukan disebabkan oleh adanya peftentangén antara nilai-nilai lama
dan nilai-nilai baru, melainkaln pada kepchlingan'—kepentingan

untuk mempertahankan eksistensi masing-masing. Bagi kaum

® Ibid.

17



konserfatif yang ingin tetap mempertahankan hukum yang lama, isu
mengenai nilai hanya dipergunakan untuk mere'.clam keinginan para
pembaharu.’

Dengan memperhatikan apa yang terjadi dalam kehid.upan
n.yata, pembaharuan hukum 'bullcanlah keinginan_.yang sistematis
atau akademis yang di kemas secara etetis semata-mata, melainkan
suatu kegiatan yang harus melibatkan mereka yang ada di lapangén,
baik profg,sidnél hukum maupun mepaka vang ada di organisasi-
orgahisas’i dan asosias'i profesi serata departemen teknis yang
mawakili aspirasi pemakai hukum. Pembagaruan hukum dapat
dilakukan melalui perundang-undangan maupun peradilan. Perlu
dikemﬁkakan bahwa kegiatan pembaharuan hukum bukanlah suatu
creati ex nihilo. Pembahan‘m hukum dapat dilakukan dengan
mengadopst  praktek-praktek  yang terjadi  dalam  hidup
bermasyarakat, mengkondisifikasikan sikap-sikap dan perilaku baru
yvang ada dalam masyarakat, atau memin}am pertimbangan-
pertimbangan atau ratio decidendi putusan-putusan pengadilan
asing merupakan bahan-bahan pembentukan peraturan perundang-
undangan yang baru atau Se_bagi sumber inspirasi hakim dalam
menginterprestasi peraturan perundang-undangan lama untuk
diterapkan dalam situasi yang baru atau juga menjadi su_mber bagi.

hakim dalam melakukan kegiatan penemuan hukum (rechtsvinding).
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Adanyé hubuﬁgan ekonqmi_ dan perdagangan antar bangsa
yang semakin | meningkat sejak pertangahan tahun 1960-an,
menyebabkan kebudayaan industri merupakan karaktristik bﬁdaya
medern yang telah diterima secara universal. Budaya ini
menggantikan budaya lamayang bercorak agrasis dan tradisional
yang masih banyak dipertahankan ofeh masyarakat ncgara-negara
sedang berkembang pada saat itu. Budaya industri .se.mula hanya
merupaka#” budaya negara-negara Eropa pasca Revolusi industri
dan Ar'neril;a Serikat. Oleh kerena karena negara-negard yang baru
.merdeka secara politis saat itu secara ekonamis sangat tergantung
pada negara-negzira maju ~ yang dalam bal ini adalah negar-negera
industri — dalam hal ini membangun perekonomiannya, tidak dapar
dielakkan, negara-negara tersebut .'narus tunduk pada budaya
industri. Sebenarnya terdapat banyak perbedaan anrata bulaya
industri dan budya agrasis tradisional, akan tetapi secara tepat .Méx
Weber merumuskan bahwa budaya moderen diwarnai oleh konsep
rasional. Bertolak dari koncep inilah didalam budaya industri
semuaa kegiatan diarahkan gntuk meﬁcapi efisiensi. Sebaliknya
harmoni.

‘Beranjak dari kedua nilai tersebut, dupat dikatakan bahwa
hukum itu diderivasi dari nilai budaya algrar_is tradisional, hukum

itu ditujukan kepada untuk merncapi harmoni. Sebaliknya, apabila
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hukum mewakili nilai budays inddustri, hukum itu disusun untuk
mendapatkan efisiensi. Orientasi demikian bukan hanya untuk
bidahg hukum yang menyngkut kegiatan ekonomi, melainkan
meliputi meliputi juga hukum keluarga'. Adanya praktek bahwa
isteri harus ikut serta menandatangari akad nikah kredit yang
dibuat oleh suami di- Bank, meskipun antara suami isteri itu
terdapat pemisahan harta .kek.ayaan dalam perjanjian perkawinan
mereka, m‘erupakan manifestasi dari nilai ifisiensi yang menembus
hukum _keluarga. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa esensi
pembaharuan' hukum mer_upakan tindakan mengadopsi nilai-nilai
hukum yang timbul dari nilai-nilai budaya industri yang
berorientasi pada pencapaian efisiensi. Nilai-nilai inilah yang harué
menjadi landasé.n filosofis bagi produk-produk hukum baru yang
menggantikan produk-produk hukum yang diderivasi dari nilai-nilai
budaya agraris tradis.ional.

GBHN tahun 1998 mengamanatkarn bahwa titik berat
pembangunan jangka panjang ke dua diletakkan pada bidang
ekonqmi, yang merupékan penggerak ﬁtama pembangunan dalam
rangka mencapai tujuan dan sasaran Pembanguna.n Nasional. Dala-fn :
rangka menunjang pelakéanaan Pembgngunan Nasional maka perlu

adanya pembaharuan hukum khususnya mengenai pasar modal,
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maka dikeluarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 fentang pasar.
modal. |
~Undang-Undang No. 8'.tah.un 1995 tentang pasar modal yang
- mulai efektif milai pada tanggal [ januari 1996 vyang lalu
merupakan momentum yang sangat berarti bagi dunia pasarmodal.
Indonesia karena dengan deunciangkannya Undang-undang tersebut
diharapkan pasar modl di Indonesia dapat bcrkembang dengan
iklim yang koﬁdusif. Namun demikian dalam pelaksanaannya sering
kali tidak sesuai dengan yang diatur .dalam Undang-Undang
tersebut, l;al ini tentu saja dipengaruﬁi oleh unsur-unsur
pendukungnya. |
Perkembangan  hukum  merupakan konsekuensi  dari
perkembangan politik dam ekonomi. Oleh karena itu pembaharuan
hukum juga didasafkan pada kebutuhan sosial, ekonomi.dan_ politik.
Pada prinsipnya usaha merealisasi masyarakat yang adil .dan
makmur tidak_ dapat dilepaskan dari pembangﬁnd:h sementara itu
pembangunan membutuhkan = dana, dan salah satu jalan’
mern.perolehnya adalah melalui kegiatan investasi, metalui kegiatan
ini bisa mendapatkan sumbe.r pembiayaan yvang murah, baik dari
ségi politik maupun ekonomi, secara politis, dana hasil penjualan
saham dapat dijadikan pengganti pinjaman luar negeri. Dengan

berkurangnya pinjaman luar negeri maka = berkurang pula
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ketergantungan kita kepada negara-negara pemilik modal yang
cenderung mendiktekan persyaratan-persyaratan seperti hak asasi
manusia, lingkungan hidup dan demokrasi. Dz;ril segi ekonaomi
biaya penjualan saham di pasar modal lebih rendah jika"
dibandingkan dengan bunga.perbankan, baik perbankan maupun
luar negari, Modal- dari penjualan ini dapat dipakai untuk
menibiayai proses..produksi barang dan jasa. |
De,pga-n‘ berké.mbangnya_ pasar modal dimana perusahaan-
perusahaan menjual sahamnya dibursa efek, maka hal ini akan
sejalan dengan tujuan pezﬁ_erataan. hasil pembangunan, membuka
kesempatan kerja dan tidak salah pentingnya a'daiah mengurangi
ketegangan sosial dikalangan masyarékat. |
Dana yang diperoleh perusahaan yang go public dapat
diperguﬁakan untuk memperluas jaringan usaha, baik yang telah.
ada maupun usaha baru. Kondisi seperti ini jelas akan membuka.
-kesempatan- kerja, dilain pihak dimilikinya saham-saham oleh
pemodal perorangan disini memberi kesempatan pada masyarakat
luas memiliki saham perushaan yang selama ini oleh keluarga
tertentu  maupun pengusﬁha-p_engusaha kaya saja.  Keadaan
demikian ini secara politis akan mengurangi ketegangan sosial
de;lam masyarakat. Manfaat lain dari perkembangan pasar modal ini

adalah pen.daya gunaan secara optimal dana yang dimiliki
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masyarakat untuk dimanfaatkan dalam mendorong penbangunan.
Keter batasan pembiayaan pembangunan dari sektor pemer'ir_ltah
diharapkan dapat dipenubi dari masyarakat atau swasta sendiri.
Dengan demikian pembangunan dalam bidang hukum ti-d_ak'
terlepas dari bidang ekonomi, politik dan:sosia] masyarakar, maka
benar apa yang disamplaikan oleh Talcott Parsons dalam teori
Sibernitik, dimana ia mengatakan :
“Dalam %'aris‘b'esamya tingkah laku individu dibatasi oleh dua
‘lingkungan dasar masing-masiﬁg bersifat fisik dan ideal. Yaitu
lingkungan fisik organik dan lingkungan realitas “tertinggi. Di
dalam dua ling'kl'mgan.dasar tersebut terdapat sub sistem yang
merupakan satu .kesatuan hirarkhis yéitu sub sistem budaya dengan
fungsi mempertahankan pola, sub sistem sosial dengan fungsi
'intégrasi, subsistem politik dengan fungsi. mencapai tujuan dan
subsistem ekonomi dengan fung-si-. adaptasi”.’
Lebih lanjut Talcoot per.son.s mengatakan bahwa :
“Dalam kerangka sub sistem-sub sistem tersebut, hukum dapat
masuk sistem sosial. Sebagai sub | sistem budaya, hukum

mempertahankan pola niali-nilai budaya yang merupakan pedoman

bagi tingkah-laku tingkah-laku individu. Sebagéi sub ststem sosial,

® Roni Hanitijo Soemantri, perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah
Hukum, Agung Press, Semarang, 1989. Hal.29
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hukum berfungsi melakukan integrasi mengatur kegiatan indifidu
dalam.memenuhi kepentingan serta mencegah timbulnye; kotiflik--
konflik d_an hal-hal lain yang mengganggu kelancaran pergaulan
sosial dalam produktifitas dalam masyarakat™. '°

mempertegas pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa hubungan
sibernetika antara _sub—sistém sistem dalam masyarak berlangsung
melalui prases arus informasi dari sqb-sistem informasi tinggi ke
sub sist:m dengan. tingkat informasi rendah dalam hal ini
dikondisikan oleh sub si_.stem yang lebith kemampuannya untuk
memberikan energi.

Untuk lebih jelasnya terlibat dalam bagan berikut ini."

Stuktur Fungsi
Lingkungan : realitas tertinggi  Tingkat informasi tinggi (kontrol)

4
[Su.b.isisl_em_b_u_dﬁy.a._]- _ Mempertahankan Pola

[ Sub sistém sosial | Integrasi

l Sub 'sistem politik | Mencapal tujuan
Sub,sistem ekonomi| | Adaptasi
Lingkungan fisik organik Tingkat energi tinggi

------ hirarkhi faktor-faktor yang mengkondisikan
—— hirarkhi faktor-faktor yang mengontrol

19 1hid hal-29
" Ibid hal-30
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Pada bagan di atas teriihat hukum (sebagai sub sistem sosial)
_mefnpunyai tingkat informasi yang tinggi yang berkedudukan
memberikan arus informasi kepada sub sistem politik dan sub
sistem ekonomi. 1etapi sub sistem ekonomi mempunyai tingkat
energi yang lebih dari sub sistem polifik dan sub sist’ém sosial
(hukum), oleh sebab itu pembangunan bidang ekonomi berada di
atas bidan’é politik dan bidang-bidang lainnya, atau dengah kata
lain bidang politik dan hukum ditentukan oleh bidang ekonomi.

Di dalam pemb#ngunan peranan hukum su.dah dimulai dari
waktu keputusan-kepﬁtusan yang dibuat para perencana
pembangunan  harus  dijalankan.  Keputusan-keputusan  para -
perencana mengenal kebijakan ekonomi akan menjadi suatu
kegiatan akademis saja, apa bila keputusan itu tidak berhasil
dirumuskan dalam bentuk-bentuk perundang-undangan, keputusan
tadi menjadi jelas terbuka dapat dikomunikasikan kepada
masyarakat luas dan dapat menjadi dasar bagi. kégiatan—kegiatan
.yang dilaku’kan oleh semua pihak yang térbuat terlivat dalam proses
pembangunan. Maka hukum dipfmdang alat atau sarana (foofl} yang
ber penan untuk menunjang pembangunan agar bejalan dengan
teratur, tertib, lancar, dergan demikian maka benar apa yang

‘dikatakan oleh Rosco Pound bahwa hukum lebih dari 1tu, yaitu




merupakan “a tool of Social Einginering” yaitu merupakan alat atau

sarana pembaharuan masyarakat. ‘

.2. Peﬁegakan Hukum dan Penemuan Hukum
A. Penegakan Hukum
Pelaksanaan hukum dapat b.erlangsung secara normal,
damai, 'tei;api dabat juga karena pelanggaran hukum. Bila terjadi
pelar{ggaran.hukum, maka hukum yang telah :'iilanggar itu harus
ditetak.kan. Dalam menegakkan hukum harus ada 3 (ti-ga)' unsur
yang selalu karus diperhatikan yaitu : |
1. Kepastian hukum (Rebhtssicherheit) _
2. Kemanfaatan (Zweckmassigkeit)
3. Keadilan (Gerechtigkeit)
Setiap orang mengharapkan dapat d_itetapkannya hukum
_ dal_am.hal terjadi peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah
yang beflaku. Hal ini_la_h yang diinginkan oleh kepastian hukum.
Adanya ke_péstian hukum, masyarakat akan Jebih tertib. Dengan
demikian hukum menciptakan kepastian hukum, karena bertujuan

untuk ketertiban masyarakat.

12 Ibid hal-19



Selain itu dalam pelaksanaan atau penegakan hukum
haruslah adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu

bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat rienyamaratakan,

. Penemuan Hukum

Undang-undang itv tidak sempurna karena tidak mungkin
undang-undang itu mengat.ur segala kegiatan kehidupan manusia -
secara’tTuntas, Ada kalanya undang-undang itu tidak léngkap dan
ada kalanya undang-undang itu tidak jelas. .Meskipun tidak -
I.engkak-p dan tidak jel.as undang-undang harus tetap dijalankan,
oleh karena itu .hakim dituntut harus mencari  hukumnya/
menemukan hukumnya. Hakim harus Imelakukan penemuan
hukum (Rechtsvinding). Penegakan dan pelaksanaan hukum
sering merupakan penemuan hukum dan tidka sekedar pelnerapan
Chukum,

Penemuan hukum diartikan sebagai proses _pemblentu.kan
hukum oleh hakim atau.petugas—pétugas hukum lainnya yang
diberi tugas melaksanakan hukum terhadap pcx'istiwa.-'peristiwa '
hukum yang konkrit. Ini merupakan proses konkritisasi .dan
individualisasi peraturan hukum -yang bersifat u.mum dengan

mengingat peristiwa konkrit.
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Pada dasarnya setiap orang melakukan penemuan hukum.
Setiap orang s.ela.lu berhubungan dengan oraﬁg lain., hubunga'n
mﬁna diatur oleh hukum dan setiap orang akan berusaha
menemukan hﬁkumnya untuk dirinya. sendiri, vaitu kewajiban
dan wewenéng apakah yang dibebaskan oleb hukum padanya.
Namun derrrxikian penemuén hukum itu terutama dilakukan oleh
hakim.di\ dalam memeriksa dan 'memutus. suatu perk.ara‘_
~ Peneffuan hukum oleh hakim inilah yang dianggap mempunyai
\;vibawa'. Selain” itu penemuan  hukum juga dilakukan oleh
~ilmuwan, hanya hasil penemuan hukumnya bukanlah hukum
melainkan ilmu at.au doktrin. Ajaran tentang. penemuan hukum
ini, menjawab peftanyaaﬁ mengenat interpretasi atau penafsiran
undang;undang, inter'pretasi restriktif  atau ekstensif,
penyempitan hukum dan analogi.

Dalam penemuan hukum dikenal adaiiy-al aliran progresif
dan aliran konserfatif. Aliran l)fogl‘eéif berpendapat bahwa
hukum dan peradilan merupakan alat untuk perubahan-perubahah
spéial. Seaangkan_ aliran konéerfatif berpendai;at bahwa hukum
dan peradilan itu hany.alah_unt_uk mencegah kemerosotan moral
dan nifai-nilai lain. Apakah yang dilakukan hakim bila ia

melaksanakan atau menerapkan undang-undang ?
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. Dalam penemuan hukum hakim dapat fundﬁk pada undang-
undang. Penemuan hukum ini terjadi berdasarkan peraiuran-
peraturan di luar dirt hakim. Pembentukan undang-undang
membuat peraturan sedangkan hakim ha-nya mengkonstatir bahwa
undang-undang dapat diterapkan pada peristiwanya, kemudian
hakim menerapkannya menurut bunyi uadang-undang. Penemuan
hukum ini \tidak lain mérupakan' penerapan undang-undang yang
terjad® secara logis. Terﬁﬁksa sebagai sii’ogisme'..ladi‘ hakim
hanyalah corong dari ﬁndang-undang. Pandangan ini dinamakan
pandangan klasik yang dipertahankan Oleh'M'Ontesqieu dan Kgnt.
Pandangan klasik ini didasarkan pada pikiran dasar bahwa.
- pembentukan undang-undang 'adalah_ satu-satunya sumber hukum
' positif.

Menurut Wiarda penemuan hukum tersebut di atas eragai
penemuan hukﬁm yang heteronom, karena hakim mendasarkan
pada peraturan-peraturan di fuar dirinya, hakim tidak Ima_ndiri
karena harus tunduk pada undang-undang.

Selain itul_ dalam penémua'n hukum sejak kurang lebih
tahun 1850 orang _condong pada peranan yang mandiri dalam
pembentukan hukum ol.eh hakim. D-alam menjatuhkan putusan,
hakim dibimbing oleh pahdangan-pandangan atau pikirannya

sendiri. Penemuan hukum ini sebagai penemuan  hukum vyang
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otonom, hakim memutus menurut apresiasli: pribadi. Pandangan
baru ini oleh Van Eikema Hommes disebﬁt pandangan yang
materiil Yuridis, yaitu bahwa pelaksanaan undang-undang oleh -
.hakim bukanlah_ semata-mata merﬁpakan persgalan logika dan
penggunaan pikiran yang tepat saja, tetapi lebih merupakan
pemberian bentuk yuridis pada azas-azas Hukum materiil yang
menurut sifatnya-tidak logis dan mendasarkna pada pengalaman
dan p;nilaian yuridis.,
Kenyataannya di dalam praktek penemuan h_ukum tersebut
mengandung kedua unsur yaitu baik heteronom dan otonom.
a. Aliran-aliran dalam penemuan hukum
Dalam penemuan hukum terdapat beberapa aliran yaitu
- sebelum tahun 1800, sebagiap besar hukum adalah hukum
kebtasaan. Aliran ini kurang menjamin kepastian hukum,
sehingga timbullah aiiran logisme yaitu aliran dalam ilmu
.pengetahuan dan peradilan yang tidak mengakui hukum di
luar undang-undang. Hukum dan undang-undang adalah
identik, sedangkan kebiasaan dan __ilmu pengetahuan diakui
sebagai hukum bila undang-undang menunjuknya.
Aliran selanjutnya adalah yang Iiahir pada abad 18 yaitu d
Jerman. Aliran ini adalah Mazab Historis dan Freirechtschule.

Aliran-aliran ini lebih lunak daripada aliran legisme.
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b. MetodelPenemuan Hukum
Ketentuan Undang-undang tidak dapat diterapkan begitu
saja secara langsung pada peristiwanya. Untuk dabat
menerapkan Undang-undang yang b_erlaku umum dan abstrak
sifatnya itu, maka ketentuan undang-undang itu harqs diberi
.' arti, dijel.askan_ atau ditafsirkan dan diarahkan atau
disesuaikan d_engan peristiwanya, kemudian baru diterapkan
I;J»ada peristiwanya. Datam hal ini dikenal beberapa metode
penemuan hukum, yaitu : |
b.1. Metode Interpretasi
Yaitu metode penemuan hukum vyang memberi
penjelasan yang gamblang mengena.i'teks undang-
urdang, agar ruang lingkup kaedah dabat'ditetapk_an
sehubungan dengan peristiwa tertentu. Metode inj
merupakan sarana/alat untuk ‘mengetahui ‘makna
undang-undang. Metode ini terdiri dari beberapa
macam yattu :
a. Interpretasi meawut bahasa (Gramatiha)
b. Interpretasi telcologis alan sostolopry

c. Interpretasi sistematis

(=

Interpretasi  historis (menurut scjarah  undang-

undang dan menurut sejarah hukum)
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€. Interprétasi'komparatif
f. lnterpretasi Futuristis
g. Int_erﬁretasi restriktif‘-dan Ekstensif,

b.2. Metode Argumentasi, yaitu ﬁetode_: penemuan hukum
yang dilakukan hakim dalam  hal .' tidak ada
peraturannya yang khusus. Metode ini berupa, yaith ;

a. Argumentum per Analogiam |
> b, Penyempitan hukum

¢. Argumentum a contrario

'b.3. Penemuan Hukum Bebas, vaitu hakim mempunyai tugés
.mencipta hukum, hakim tidak terikal“erat pada Unuang-
ﬁndang._ Hakim .bukanlah mlcnerap.kan UU, tetapi
menciptakan penyelesaian yang' tepat untuk ‘iaeristiwa
konlk_ritnya, menurut kaedah yang telah diciptakan oleh

hakim.

C. Putusan
1. Menemukan Hukum
Dalafn mengadili suatu perkara, vang dipc)m.ingkan 'ol'eh
hakim adalah fakta ataun periétiwanya dan bukan hukufnnya.
Peraturan hukﬁm merupakan  alat sedang yang bersifat

menentukan adalah peristiwanya dengan menilai peristiwa itu-
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secara keseluruhan maka h-akim akan kesalahan. Dan di
dalam peristiwa itu sendiri tersimpul hukumnya.

Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang
menjadi sengketa (mengkonstatir peristiwa yang hnenjadi_
sengketa), maka hakim harus menéntukan peraturan hukum
apakah yang menguasai sengketa kedua belah p-ihak.'DengIan
kata lain harus menefnukan hukuamnya, ia harus menkwalifisir
perjstiwa yang telah dianggapnya.terbUkﬁ. Soal menmﬁpkan
hukum adalah urusan hakim, oleh ka_rena itu hakirﬁ di dalam
putusannyalwajib karena jabatannya melengkapi alasan-

alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh pafa pithak.

2. Prosedur Penemuan Hukum

Di dalam persidangan terjadi proses jewab menjawab
antara penggugat dan tergugat. Dari préses ini hakim akna
dapat memperoleh kepastian tentang peristiwa konkrit yang
disengketakan, sehingga hakim akan dépét menyimpulkan
peristiwa apakah yang disengkétakan. Hakim  harus
mengconstatir peristiwa konkrit yang disengketakan yaitu, |
menyatakan benar terjadinya peristiwa konkril, peristiwa itu

harus dibuktikan lebib dulu.
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Setelah hakim melakukan Ill.engkonstatir peristiwa konkrit,
maka selanjutnya harus dicarikan hukumnya. Di sinilah dimulai
penemukan hukum (rechtvinding). Penemuan hukum merupakan
kegiatan yang runtut dan berkesinambungan dengan kegiatan
pembuktian.

Untuk men'cari' atau menemukan huku.mnya atau undang-
undangnya agar dapat diterapkan pada peristiwa konkrit,
.perigiwa '-konkrit itu harus diarahkan pada undang-undangnya,
sebaliknya ‘undang-undang harus disesuaikan dengan
peristiwanya yang konkrit. Peristiwa konkrﬁ harus dié.rahkan'
pada undang-undangnya . agar undang-undéng. itu  dapat
diterapkan ﬁada peristiwa yéng konkrit, sedangkan undang-'
undangnya harus disésuaikan dengan peris'tiw‘a yang konkrit
tersebut. Menerapkan undang-undang padﬁ peristiwa hukum
-tidak lain menerapkan silogisme.

Sumber—mmber_untuk menemukan hukum bagi hakim
“yaitu: Perundang-undangan, hukum yaﬁg tidak-tertulis, putusan
desa, yurisprbdensi dan ilmu pengetahuan,

Tugas hakim adalah mengambil atau menjatuhkan
keputusa‘n y_an;g mempunyat akibat hukum bagi pihak lain. Untuk
itu dﬁlam menjatuhkan keputusan ia akan berusaha agar

putusannya nanti sedapat mungkin diterima oleh masyarakat,
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setidak-tidaknya berusaha atar lingkungan orang yang akan dapat

menerima putusan itu seluas mungkin. Demikian hakim akan

lebih lega apabila ia dapat memuaskan semua pihak dengan

putusannya,

Berapa pihak vyang menjadi sasaran hakim terhadap

putusannya yaitu :

Para pihak yang bersengketa
Masyarakat
Pengadiian banding

Ilmu pengetahuan

Berapa aliran dalam menemukan hukum oleh hakim :

a. Legisme

Yaitu aliran yang berpendapat bahwa satu-satunya sumber

hukum adatah undang—undang, sehingga hakim terikat UU.

. Begrffsjurisprudenz |

Walaupun UU tidak lengkap tetap mempunyai peran penting,

‘tetapi hakim mempunyai peran yang lebih aktif. -

. Aliran yang berlaku sekarang

Bahwa sumber hukum tidak hanya UU atau peradilan namun
masth terdapat hukum yang tumbuh di dalam masyarakat,

yaitu hukum kebiasaan.
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BABR Iy

KESTMPULAN DAN SA RAN

A, Kesimpulan

1. Rule of Law merupakan suatu konstruksi pik_‘ir yang berkembang -

dalam periocie tertentu, bersamaan deﬁgan lahirnya negara

. derﬁokratis dan kedaulatan éda di tangan rakyat,.sebagai koreksi’

total .atas kesewenangan eksekut:f dan pada waktu ito

dikembangkan pemerintahan yang berdasarkan pada ajaran trias
politica. |

2, Rule of Law lahif pada abad ke 18 bersamaan dengan meletusnya
revolusi Perancis dan dengan semboyan “Liberte, Eqalite,
Fratenite” membawa pengaruh tentang makna dan arti pentingnya
tentang kebebasan sehingga pengernbangan kebebasan tersebut
tidak hanya dalam bidang politik tetapi juga {"dalam bidang
ekonomi, sehingga sampai saat ini pola pikir kebebasan tersebut
dik‘embangkan lebih jauh dalam konsep GATT maupun WTO,

3. Rule of Law tidak bersifat universal t.etapi lebih menekankan
pada penegakan, sehingga keadilan merupakan salah satu ciri
rule 6f law yang bersifat universal, cita h’ulj('umltentan‘g keadilan
dipunyai oleh setiap manusia, oleh karena itu mempunyai sifat

universal.
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4,

Dunia Barat berkeyakinan bahwa apabila azas kebebasan

- diterapkan dalam bidang ekonomi maka akan secara .!angsu\ng

akan melangsungkan pula rule of law, tetapi di negara-negara
berkembang rule of law gagal karena tiduk dapat menjamin hak-
hak individu dan campur tangan pemerintah yang sangat besar

dalam bidang ekonomi.

B. Saran

1.

-3

Kebefadaan hukum dalam masyarakat seiring dengan tingkat
pefke_mbangan masyarakat itu sendiri, sehingga hukum itu :cidak
datang dengan sendirinya tetapi melalui proses yang panjang dari
tingkat masyarakat yang sederhana sampai tingkat masyarakat
yang modern dengan ciri-cirinya sendiri.

Pembangunan teori hukurﬁ di Indonesia dapat dimulai dari
pembaharuan sistem h'ukum dalam rangka perubahan tata

kehidupan masyarakat dari perkembangan politik dan ekonomi,

. Pembangunan teori hukum di Indonesia akan berhasil jika

memperoleh komitmen dari semua pihak antara lain dari
tembaga-lembaga dan masyarakat itu seandiri sebagai subyek dan

dbyek hukum.

Semarang, Oktober 2001

(HERNT WIDANARTI)
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